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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLlTlK PROVlNSl 
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

NOTA DlNAS 

Kepada : Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
Dari : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta 
Nomor : Brs6 / - I .  adz. r 
Sifat : Segera 
Perihal : Kegiatan Rapat Kerja Teknis Persandian Nasional Tahun 2014 

Sehubungan dengan disposisi Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dari Lembaga Sandi 
Negara Nomor 051KLSN1KH.01 .02/1112014 tanggal 05 November 2014 ha1 Undangan 
Rapat Kerja Teknis Persandian Nasional 2014, dengan hormat disampaikan ha1 
sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d Kamis, tanggal 24 s.d 27 November 
2014 bertempat di Discovery Hotel & Convention Ancol, dihadiri oleh Gubernur 
dari 34 Provinsi, acara dibuka oleh Bapak Dr.Djoko Setiadi, M.Si, Kepala 
Lembaga Sandi Negara. 

2. Materi Kegiatan 
a. Paparan Direktorat Pengendalian Persandian Tentang Tata Kelola lnformasi 

Berkualitas serta Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Persandian Tahun 
2014 oleh Bapak Ir.lnu Baskara, M.Si, Kepala Direktorat Pengendalian 
Persandian, Deputi I. 

b. Paparan Ditjen Otonomi Daerah oleh Drs. Sigid Santosa, M.Si, kasubdit 
Urusan Pemerintah Daerah 1115, Ditjen Otda. 

c. Paparan Pemprov Jawa Tengah oleh Eny Sulastri, SH, Kasubbag Santel 
Pemprov Jawa Tengah. 

d. Paparan Bais TNI oleh Kolonel CHB Hariyono Pratikno, Kadis Sandi BAlS 
TNI. 

e. Paparan Kementerian Luar Negeri oleh Tomo Sudrajat , SE, Kepal Bidang 
Persandian dan Telekomunikasi, Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri. 

3. Kesimpulan 
a. Lemsaneg wajib membuat NSPK tentang penyelengaraan Persandian dan 

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupatenlkota disesuaikan dengan 
peraturan perundang-undangan paling lambat 2 tahun setelah adanya UU 
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

b. Diperlukan percepatan perluasan gelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar 
lnstansi Pusat dan JKS lnstansi Pusat dan Pemerintah Daerah, percepatan 
pengembangan JKS antar lnstansi adalah tanggung jawab Lemsaneg. 



c. Lemsaneg akan menugaskan lulusan Sekolah Tinggi Sandi Negara ke 
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

d. Lemsaneg akan melakukan modernisasi peralatan sandi ke Pemerintah 
Daerah dan melakukan penarikan peralatan sandi yang sudah memenuhi 
kriteria penghentian penggunaan dan penghapusanlpemusnahan. 

e. UTP mendorong para pengguna persandian di Pemerintah Daerah secara 
proaktif memanfaatkan fasilitas persandian untuk mengamankan informasi 
strategis. 

f. Untuk mensukseskan implementasi e-goverment dan mendukung efektivitas 
dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah serta pelayanan publik, Lemsaneg 
dan UTP harus meningkatkan peranannya dalam penerapan secure e- 
goverment termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 
dan kewenangan yang dimiliki. 

Demikian disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut. 

Jakarta, 27 November 2014 
Kepala Badan ~es&n Bangsa dan Politik 

Tembusan : 
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 
































































